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A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah merupakan bagian dari upaya
pembangunan nasional yang pada hakekatnya merupakan upaya
terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga
tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam
memberikan pelayanan pada masyarakat." untuk merealisasikan
pembangunan daerah yang merata membutuhkan dana yang cukup
besar, dana tersebut bisa berasal dari pinjaman luar negri, sektor migas
maupun non migas. Selain pinjaman luar negri dan migas maupun non
migas, ketersediaan dana daerah dapat di peroleh dari sektor pajak.

Pajak menurut Aristanti Widyaningsih adalah iuran rakyat
kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat
dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung, dan
pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk
menutup biaya produksi biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif
untuk mencapai kesejahteraan umum.? Pajak merupakan sumber
penerimaan yang sangat berpengaruh dalam menopang pembiayaan
dalam merealisasikan pembangunan daerah. Besar kecilnya pendapatan
dari sektor pajak akan menentukan kapasitas anggaran daerah dalam
membiayai pengeluaran daerah baik untuk membiayai pembangunan

maupun untuk membiayai belanja rutin.
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Dalam negara, tiap-tiap pemungutan pajak membawa kewajiban
untuk meninggikan kesejahteraan umum. Negara memungut pajak
membawa konsekuensi bahwa negara mutlak harus berusaha
meninggikan kesejahteraan masyarakat. Negara dapat saja membebani
rakyatnya berbagai macam pajak yang memberatkan untuk satu atau
dua tahun tanpa adanya reaksi apa pun, akan tetapi tidaklah adil, jika
pengorbanan rakyat itu tidak di barengi  dengan peningkatan
kesejahteraan rakyat banyak.

Pajak bukan saja sebagai kewajiban belaka, melainkan juga
adalah hak dari pembayar pajak (wajib pajak) dimana rakyat selaku
pembayar pajak melalui wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) dapat mempertanyakan: untuk apa pajak itu? Banyak negara-
negara yang memiliki pemerintahan yang sudah maju, maka tiap
kenaikan tarif pajak selalu di pertanyakan oleh rakyat melalui wakil-
wakilnya dan bila perlu menggunakan haknya untuk memprotesnya,
dan kadang kadang undang-undang yang diusulkan itu (undang-
undang tentang kenaikan tarif pajak) tidak mendapat persetujuan dari
parlemen, sehingga undang-undang itu tidak bisa diberlakukan. Betapa
tidak, karena setiap pemungutan pajak adalah penyerahan hasil keringat
rakyat yang diperoleh dengan susah payah. Pemungutan pajak adalah
suatu kekuasaan, yang dimiliki negara demikian besarnya, bahkan
hukumnya dapat dibuat negara sendiri. Justru karena itulah harus
disertai dengan pengabdian kepada rakyat dan kepada kesejahteraan
umum, sehingga menjelma menjadi keadilan, sebab kekuasaan tanpa

pengabdian adalah kebuasan, pengabdian tanpa kekuasaan adalah



ketidak berdayaan, kewajiban tanpa hak adalah pengisapan, hak tanpa
kewajiban adalah kerakusan.?

Kontribusi yang dapat diberikan terhadap PAD dalam
menyelenggarakan pembangunan daerah, daerah berhak mengenakan
pungutan kepada masayarakat yaitu dalam bentuk pajak maupun
sumber daya ekonomi daerah lainnya, hal ini seperti apa yang
disebutkan Undang-undang No. 18 tahun 1997 sebagaimana telah
diubah dengan undang-undang No. 34 tahun 2000 bahwa sumber
pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah dan retribusi
daerah.” Adapun penerimaan pajak daerah dapat diperoleh dari pajak
provinsi dan pajak kabupaten/kota yaitu:

1. Pajak Propinsi, terdiri dari:
a. Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan di Atas Air
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan di Atas
Air
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air

Permukaan
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

Pajak Hotel

Pajak Restoran

T &

Pajak Hiburan

e o

Pajak Reklame

®

Pajak Penerangan Jalan

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

* Bohari, Pengantar Hukum Pajak, 22.
* Kasirin, perpajakan, (Serang: Cahaya Minolta, 2008), 18.



g. Pajak Parkir
h. Pajak Lain-Lain.

Sumber penerimaan daerah provinsi yang berasal dari pajak
adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Menurut undang-undang
nomor 28 tahun 2009, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak
yang dikenakan atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan
bermotor. Menurut Pasal 5 UU Nomor 28 Tahun 2009, dasar
pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil perkaliaan 2 unsur
pokok, yakni nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) dan bobot yang
mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau
pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor
tersebut. Khusus untuk kendaraan motor yang digunakaan di luar jalan
umum termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air,
dasar pengenaan PKB adalah NJKB (nilai jual kendaraan bermotor).
Pajak kendaraan bermotor dikenakan selama 12 (dua belas) bulan
berturut-turut setiap tahunnya. Pemungutan PKB bersamaan dengan
penerbitan STNKB dan perpanjangannya wajib dilakukan setiap
tahunnya.

Berdasarkan informasi dari kabar banten, laju pertumbuhan
kendaraan bermotor di Provinsi Banten mengalami kenaikan tiap
tahunnya. Berdasarkan data Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan
Dan Aset Daerah (DPPKD) Provinsi Banten, jumlah kendaraan
bermotor naik pada kisaran 8-13 persen. Pada 2015, pertumbuhan
kendaraan bermotor di Banten di proyeksi naik hingga 8,64 persen.
Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah kendaraan hingga Desember
2014 mencapai 4.476.009, atau bertambah 423.175 unit kendaraan dari

® Mardiasmo, perpajakan, (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2008), 13.



tahun 2013 yaitu sebanyak 4.052.834 unit. Pada 2015, proyeksi potensi
kendaraan bertambah menjadi 4.899.184 unit. Kepala DPPKD Provinsi
Banten Wahyu Wardhana mengungkapkan, pada 2014 jumlah
kendaraan didominasi kendaraan roda dua mencapai 3.792.900 unit,
terdiri atas 17.498 kendaraan dinas dan bukan umum (pribadi)
sebanyak 3.775.402 unit. Sedangkan, jumlah kendaraan roda empat
sebanyak 683.109 wunit terdiri atas kendaraan dinas 9.076 unit,
kendaraan umum 56.479 unit, dan bukan umum 617.554 unit. Setiap
tahunnya jumlah kendaraan meningkat. Terutama kendaraan roda dua
yang paling banyak mencapai jutaan.®

Berdasarkan data dan uraian yang sudah di paparkan diatas
dengan adanya peningkatan penggunaan kendaraan bermotor maka ini
di harapkan mempunyai dampak terhadap Pendapatan Asli Daerah
(PAD) yang berasal dari pajak khususnya kontribusi kendaraan
bermotor. Pada kenyataannya belum semua pemilik kendaraan
bermotor taat pajak. maka dengan ini penulis mengambil judul
PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI
PROVINSI BANTEN.

B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan
masalah penelitian ini kedalam masalah untuk lebih mengarahkan

penelitian ini, diantaranya adalah:
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1. Apakah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

2. Seberapa besar pengaruhnya Pajak Kerndaraan Bermotor (PKB)
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

C. Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah dalam penelitian ini. Batasan ini
dilakukan agar penelitian tidak menyimpang dari arah dan tujuan serta
dapat diketahui sejauh mana hasil penelitian dapat dimanfaatkan dan
juga untuk menciptakan keefektifan waktu dalam melakukan
penelitian. Batasan dalam penelitian ini yaitu Pengaruh Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

D. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara  Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah
(PAD)
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan
pencerahan dan daya guna bagi pihak-pihak terkait, yakni sebagai
berikut:



a. Bagi Penulis
Dengan adanya penulisan ini dapat memperluas dan
memperkaya wawasan dalam teori maupun praktek, sekaligus
memahami sumber pendapatan asli daerah. Kemudian untuk
membentuk pola pikir yang dinamis serta untuk mengetahui
kemampuan peneliti dalam mengaplikasikan ilmu yang
diperoleh.

b. Bagi Akademik
Menambah  wawasan serta ilmu pengetahuan demi
meningkatkan kompetensi diri, kecerdasan intelektual dan
pengalaman pendapatan asli daerah. Memperkaya bahan kajian
pustaka bagi peminat studi Ekonomi.

c. Bagi Pemerintah
Menambah wawasan bagi pemerintah dalam pemungutan pajak
untuk menambah pajak daerah. Dengan bertambahnya
penerimaan pajak daerah secara tidak langsung akan menambah
penerimaan PAD, sehingga dapat digunakan untuk menunjang
peningkatan  perekonomian  daerah guna  tercapainya
kesejahteraan masyarakat.

F. Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah penulisan ini, penulis menguraikan
beberapa hal tentang sistematika penulisan. Penulisan ini terdiri dari

lima bab, sebagai berikut:



Bab I Pendahuluan

Dalam Bab ini, penulis menguraikan hal-hal yang terkait dengan
latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka

pemikiran, hipotesis, dan sistematika penulisan.
Bab Il Kajian Pustaka

Dalam bab ini membahas mengenai : Pengertian Pajak,
Pengertian Pajak Daerah, Pengertian Pendapatan Asli Daerah,
Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor, Kebijakan Fiskal Islam,
Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Hubungan Antar Variabel dan

Hipotesis.
Bab 111 Metodelogi Penelitian

Dalam bab ini meliputi : Waktu dan Tempat Penelitian, Jenis
Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengelolaan
Data, Teknik Analisis Data, Operasional Variable Penelitian, dan Alur

Penelitian.
Bab IV Hasil Dan Pembahasan

Bab ini menyajikan gambaran umum objek penelitian, analisis
hasil penelitian menggunakan statistik SPSS yaitu uji asumsi klasik
yaitu: Uji Normalitas, Uji Heterokedastisitas, Uji Autokorelasi,
Analisis Regresi Linear Sederhana, Analisis Korelasi, Analisis

Koefisien Determinasi, dan Hipotesis Statistik.



Bab V Penutup

Bab penutup berisi kesimpulan dan saran atas penelitian yang

dilakukan oleh penulis.



